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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu indikator alternatif untuk menilai keberhasilan
pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara adalah indeks
pembangunan manusia, selain pendapatan nasional perkapita.
Sebagaimana yang dikutip oleh Yusniah Anggraini “Indeks
pembanguna manusia ialah pengukuran perbandingan dari
harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk
semua negara seluruh Dunia”." Terdapat tiga indikator terpenting
yang dijadikan tolak ukur untuk menyusun indeks pembangunan
manusia. Pertama, kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan
ekonomi (daya beli). Pendekatan pembangunan manusia tidak
semata-mata menjadi sebuah tujuan, namun merupakan sebuah
proses, karena United Nations Development Programme (UNDP)
dalam Mirza sebagai pihak pertama yang mempopulerkan IPM

sejak tahun 1996 dalam seri laporan tahunan, mendefinisikan

' Yusniah Angraini, Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Di Indonesia, (Jakarta, Indocamp, 2018), h. 8.



IPM sebagai “a process of enlarging people’s choice” atau suatu
proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyrakat®.
Berdasarkan status pembangunan manusia di Banten
sebagaimana dapat kita lihat pada gambar 1.1
Gambarl.l

Satus Pembangunan Manusia Di Banten

STATUS PEMEBANGUNAN MIANUSIA
DI BEANTEN 2019

Indeks Pembangunan Manusia (1PM) 72,94

Komponen Penunjang

Umur Harapan Hidup (UHH) 69,84 tahun
Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,88 tahun
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,74 tahun

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PKP) Rp12,3 Juta

IPM Kabupaten/Kota

Kota Tangsel 81,84
Kota Tangerang 78.43
Kota Cilegon 73,01
Kota Serang 72.10
Kabupaten Tangerang 71,93
Kabupaten Serang 66,38
Kabupaten Pandeglang 64.91
Kabupaten Lebak 63.88
. - Kab ? Par g tumbuh O.89 persen. sehingga menjadi daerah

yang pembangunan manusianya 1= 3y paling

Sumber: Kabar Banten
Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam
melihat perkembangan pembangunan manusia disuatu wilayah

yaitu kecepatan dan status pencapaian. Peningkatan IPM Banten

’P.G. Mahendra P, G.K.A Ulupui “Pendaptan Aseli Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia “, Jurnal Akuntansi, vol. 11, No.3, (2015) Universitas
Undayan, h.1



terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 status
pembangunan manusia di Banten berada pada level yang sama
dengan 2018. Semua kategori pembetuk IPM mengalami
peningkatan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen
pengeluaran per kapita disesuaikan (PKP). Sedangkan yang
terendah terjadi pada komponen harapan lama sekolah.

Menurut Sadono Sukirno “pertumbuhan ekonomi adalah
perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan
barang dan jasa yang bertambah™. Dalam pelaksanaan
pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran
utama bagi negara berkembang. Hal ini erat kaitannya dengan
peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat,
sehigga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi
maka kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia
tidak dapat terlepas dari kinerja pemerintah yang berperan dalam
menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial. Dengan

adanya campur tangan pemerintah dalam pembangunan manusia

%Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2017), cetakan ke-21, h. 9.



yaitu melalui realisasi belanja modal dalam pelayanan publik
diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan indeks
pembangunan manusia.

Lanjouw dalam Ginting, et al menyatakan “pembangunan
manusia di indonesia ialah identik dengan pengurangan
kemiskinan™. maka dengan dikeluarkannya belanja oleh
pemerintah dalam rangaka pembanguan insfrastruktur untuk
kebutuhan masyarakat seperti bangunan sekolah dan rumah sakit
lebih bermanfat bagi masyarakat miskin yang pendapatannya
hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tersedianya
fasilitas pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat
meningkatkan  produktivitas dan pada akhirnya akan
meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat perlu

adanya campur tangan pemerintah sebagaimana yang dijelaskan

oleh Setyowati dalam Mahendra et al:

*CK Ginting S, I. Lubis, K. Mahali “Analisis Pembangunan Manusia
Di Indonesia” Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah”, vol. 4, No.
1 (Agustus 2008) Universitas Sumatera Utara, h. 18.



Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas
pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu
mengubah proporsi belanja yang dialokasiakan untuk tujuan dan
hal-hal yang positif seperti melakukan aktivitas pembangunan
yang berkaitan dengan program-program kepentingan publik.
Adanya program-program untuk kepentingan publik diharapkan
mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang akhirnya
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat®.

Apabila pelayanan publik di daerah Provinsi Banten
ditingkatkan maka diharapkan kesejahteraan masyarakat Banten
ikut meningkat yang secara otomatis akan meningkatkan nilai
indeks pembangunan manusia Banten. Sebagaimana berita yang
dirilis oleh Badan Pusat Statistika Banten pada 15-04-2019:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Benten pada tahun
2018 mencapai 71, 95.Pembangunan manusia di Banten secara
konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun

°P.G. Mahendra P, G.K.A Ulupui “Pendaptan Aseli Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia “, Jurnal Akuntansi, vol. 11, No.3, (2015) Universitas
Undaya, h. 4.



2018, IPM Banten telah mencapai 71,59, atau meningkat 0,53
poin dibandingkat tahun lalu yang sebesar 71,42. Kemajuan
pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 mengalami
akselerasi atau percepatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang
mencapai 0,74 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017
yang hanya 0,65 persen. Status pembangunan manusia Banten
pada tahun 2018, masih tertahan pada level atau kategori
“tinggi”. Kategori “tinggi” tersebut diperoleh Banten sejak tahun
2015.°

Dari berita yang diuraikan diatas dapat disimpulkan
bahwa pembangunna manusia di Provinsi Banten mengalami
kemjuan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembngunan
Manusia secara konsisten. Dengan pertumbuhan paling tinggi
yang dicapai oleh kota Tangerang Selatan pada tahun 2018 yaitu
mencapai angka 81,17, dan yang terendah kab Lebak dengan

angka 63,37 sebagaimana dapat Kita lihat pada tabel 1.2 berikut.

®indeks-pembangunan-manusia-2018.html.
https://www.bps.go.id/publication/2019/08/27/ Diakses pada 3 maret 2019.



Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut

Kabupaten/Kota

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
2014 2015 2016 2017
Kab Pandeglang 59.08 59.92 60.48 6135 62.06 6272 63.40 63.82 64.34

Kabupaten/Kota

Kab Lebak 58.83 59.82 60.22 61.13 61.64 62.03 62.78 6295 63.37
Kab Tangerang 68.01 68.45 68.83 69.28 6957 70.05 7044 7097 71.59
Kab Serang 60.96 61.97 6297 6357 6397 64.61 6512 65.60 6593

Kota Tangerang 73.69 7415 7457 7504 7587 76.08 76.81 77.01 77.92

Kota Cilegon 68.80 69.26 70.07 7099 7157 7181 7204 7229 72.65
Kota Serang 68.25 68.69 6943 69.69 7026 7051 71.09 7131 7168
g;;ian VEmGEERS 7699 77.68 78.65 79.17 79.38 80.11 80.84 81.17

Provinsi Banten 67.54 68.22 6892 69.47 69.89 70.27 7096 7142 71.95
Sumber: Badan Pusat Statistiaka Banten

Kendati demikian provinsi banten belum bisa beranjak
dari permasalahan yang sama yaitu dalam pelayanan dasar untuk
masyarakat belum optimal. Salah satunya dalam pelayanan
kesehatan dan pendidikan. Seperti yang dilansir oleh Kabar
Banten pada oktober 2018, “selam ini pelayanan dasar seperti
kesehatan dan pendidikan di Banten belum bagus atau bisa

dikatakan belum tuntas”, ’ kata bambang.

"Kabar Banten,18 Tahun Provinsi Banten Belum Beranjak Dari
Permasalahan, Http://www.Kabar-Banten.Com.2018.



Selain itu, ia menilai perhatian kabupaten/kota juga msih
minim. Oleh karena itu, pemprov Banten perlu memberikan
anggaran cukup untuk membenahi pendidikan, baik SD maupun
SMA. Sementara, kata dia, sejak SMA/SMK dikelola provinsi
hingga saat ini kondisinya juga belum sepenuhnya pulih®,

Hal ini  membuktikan bahwa walaupun indeks
pembangunan manusia dapat dikatakan naik namun masih
banyak masyarakat belum sejahtera, karena beberapa kendala
terutama dalam kesehatan dan pendidikan begitupun dalam
pembangunan yang belum merata. Antara wilayah uatara dan
selatan. Untuk wilayah selatan yang masih tertinggal dalam hal
pembangunan dibanding wilayah utara yang sudah dapat
mengembangkan pembangunan dalam sektor industri. Sehingga
dapat dikatakan belum semua masyarakata merasakan hasil dari
pembangunan insfrastruktur atau dari realisasi belanja modal.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk

mengkaji dan meneliti “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,

8Kabar Banten,18 Tahun...



Belanja Modal Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembanginan

Manusia”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas,
maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah ekonomi
yang mempengaruhi indeks pertumbuhan manusia dengan
identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemerintah belum memberdayakan potensi masyarakat
dalam pembangunan sehingga menghambat
produktivitas masyarakat dalam memproduksi barang
dan jasa.

2. Angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir serta
gizi buruk di Banten masih sangat tinggi.

3. Belum meratanya pembangunan infrastruktur untuk
kesejahteraan massyarakat.

4. Adanya kenaikan angka kemiskinan di Provinsi Banten.

5. Pertumbuhan pada komponen harapan lama sekolah

yang masih rendah.
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C. Batasan Masalah

Mengingat adanya keterbatasan dalam waktu, tenaga dan
finansial. Maka penulis melakukan pembatasan masalah agar
penelitian ini lebih fokus dan tidak melebar, yaitu hanya pada
variabel bebas (X) dan variabel terikat (). Dimana variabel
bebasnya adalah pertumbuhan ekonomi, belanja modal serta
kemiskinan, dan variabel terikatnya dalam penelitian ini yaitu

indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten.

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis
merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan
terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi
Banten?

2. Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap
indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten?

3. Apakah kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap

indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten?
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4. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja
modal dan kemiskinan secara bersama-sama terhadap

indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi
terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi
Banten.

2. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap
indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten.

3. Untuk mengetahui kemiskinan terhadap indeks
pembangunan manusia di Provinsi Banten.

4. Untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh
pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan kemiskinan
secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan

manusia di Provinsi Banten.
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F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini merupakan sarana untuk belajar,
menambah wawasan dan memberdayakan pengetahuan
mengenai indeks pembangunan manusia, khususnya
dalam menganalisa pertumbuhan ekonomi, belanja
modal dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan
manusia di provinsi Banten.
2. Bagi Akademik
Penelitian ini dapat menambah referensi di
perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan
Maulana  Hasanudin  Banten  sehingga  dapat
dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai data ataupun
informasi untuk kegiatan belajar. Selain itu pula
penelitian ini menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga

dalam memberi pendidikan kepada mahasiswa.



13

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang menunjukan hubungan antara
variabel yang akan diteliti serta sekaligus menggambarkan jenis
dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui
penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis,
jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan
digunakan®.

Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini:

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi
Indeks

Belanja modal

pembamgiunan

manusia

kemiskinan

Kerangka penelitian dapat dilihat bahwa variabel yang
akan digunakan yaitu empat variabel, meliputi tiga variabel
independen atau bebas dan satu variabel dependen atau variabel

bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertumbuhan

%Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,
(Bandung: Alfabeta 2015) Cetakan Ke- 22, H. 42.
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ekonomi (X1), belanja modal (X2) dan kemiskinan (X3). Serta
variabel terikat ineks pembangunan manusia (Y).

Menurut teori pertumbuhan modern, pertumbhan ekonomi
tidak hanya bersumber dari jumlah peningkatan faktor-faktor
produksi berupa tenaga kerja (L), dan modal fisik (K) saja, tetapi
juga dari produktivitas dari tenaga kerja yang berkaitan erat
sejauh mana peningkatan mutu modal manusia.

Teori pertumbuhan ekonomi modern menetapkan bahwa
pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan ditentukan
oleh modal fisik (K), tenaga kerja (L), dan modal manusia (HC).
Sehingga pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat
dinotasikan dalam persamaan fungsi sebagai berikut: Y=F (K, L,
Hc, Z), dimana K adalah modal fisik, L adalah tenaga kerja, Hc
adalah mutu modal manusia, dan Z adalah variabel lain yang
berperan dalam pertumbuhan ekonomi, seperti pengeluaran
pemerintah untuk meningkatkan mutu modal manusia dalam

bentuk belanja pendidikan dan kesehatan.™

10 yusniah Angraini, , Kebijakan Peningkatan... h. 35.
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Pertumbuhan ekonomi meningkat persediaan sumber daya
yang dibutuhkan pembangunan manusia. Peningkatan sumber
daya bersama dengan alokasi sumber daya yang tepat serta
distribusi peluang yang semakin luas, khusunya kesempatan kerja
akan mendorong pembangunan manusia yang lebih baik.*

Dalam perkembangannya, teori pertumbuhan ekonomi
juga dapat dijelaskan dengan teori perubahan struktural
(structural change theory). Teori ini fokus terhadap mekanisme
dimana perekonomian negara belum berkembang melakukan
transpormasi struktu perekonomian domestiknya. Menurut lewis
terjadinya surplus tenaga kerja dari sektor pertanian dapat
ditransfer ke sektor industry. Dalam hal ini proses penyerapan
dari surplus tenaga kerja ini dapat mendorog perkembangan
kegiatan industrialisasi dan kondisi ini dapat menstimulasikan
pencapaian pertumbuhan ekonomi.*

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan
tanggapan UNDP terhadap tuntunan perlunya indikator yang

mampu menggambarkan sejauh mana suatu negara (wilayah)

1 yusniah Angraini, , Kebijakan Peningkatan... h. 36.
12 Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, Ekonomi Pembangunan,
Sebuah Kajian Teoritis Dan Empiris, (yogyakarta: deepublish 2018) H. 57
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telan menggunakan sumber daya penduduknya untuk
meningkatkan mutu kehidupan manusia negara atau wilayah
tersebut. Dengan alasan itulah muncul pemikiran bahwa mutu
kehidupan individu/perorangan menjadi  prasyarat guna
meningkatkan mutu kehidupan bangsanya.*®

Dengan meningkatnya mutu kehidupan bangsa diharapkan
masyarakat dapat merasakan kemakmuran, dimana menurut lbnu
Taimiyah, kemakmuran dalam persepsi Islam bertujuan mencapai
moral kehidupan yang baik. Karena kemakmuran adalah kondisi
saat masyarakat dapat merasakan kehidupan yang tercukupi
kebutuhannya baik secara moril maupun materil. Ibnu Taimiyah
sangat menolak sikap hidup yang menjauhi keduniaan
sebagaimana dianut kalangan sufi ortodok. Oleh sebab itu pula
Ibnu Taimiyah berkesimpulan bahwa syarat mutlak untuk
mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah

dengan mewujudkan kemakmuran umat lebih dulu. Kemiskinan

3 yusniah Anggraini, , kebijakan peningkatan... h. 19.
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justru akan menjadi penghambat utama dalam mewujudkan
masyarakat Islam yang uatama dan sebenar-benarnya.**

Maka dari itu kemiskinan perlu di tangani dan di
tanggulangi. Teori ekonomi mengatakan bahwa untuk memutus
mata rantai kemiskinan dapat dilakukan peningkatan
keterampilan sumber daya manusia, penambahan modal investasi,
dan mengembangkan teknologi. Melalui berbagai suntikan, maka
diharapkan produktivitas dapat meningkat."

Penanggulangan  kemiskinan ~ dan  pemberdayaan
masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah daerah yang
harus dijalankan sesuai dengan amanah peraturan perundangan.*®
Melalui penganggaran daerah yang dilakukan pemerintah
diharapkan kemiskinan dapat ditangani dan tertanggulangi.
Penganggaran adalah proses menyusun rencana keuangan yaitu

pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dan

Y Abu Fahmi, Agus Siswanto, Muhammad Fahri Dan Arijulmanan,
HRD Syariah Teori Dan Implementasi, Manajemen Sumber Daya Manusia
Berbasis Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Uatama, 2014), H. 31.

' Bambang Rustanto, Menangani Kemiskinan, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2015), h. 36.

'® Ardito Bhinadi, Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan
Masyarakat, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) h. 1.
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kemasing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang
hendak dicapai.*’

Dalam menangguangi kemiskinan dan pemberdayaan
masyarakat untuk membangun daerah yang sejahtera diperlukan
kerjasama antara masyarkat dan pemerintah daerah. Partisipasi
masyarakat adalah akses masyarakat dalam pengambilan
keputusan, kontribusi terhadap upaya-upaya pembangunan dan
pemanfaatan hasil pembangunan. Jadi, partisipasi masyarakat
mencakup semua spek interaksi antara masyarakat dan
pemerintah.®

Dari penjelasan teori diatas bertujuan untuk mengetahui
apakah variabel independent tersebut mempunyai pengaruh yang
signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap

indeks pembangunan manusia.

" Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintah Dan Otonomi
Daerah, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2007) cetakan ke 2,
h. 198.

% Rispa Ngindana, Imam Hanafi, APBD Partisipatif Sebuah
Harapan Yang Terabaikan, (Malang: universitas Brawijaya Press, 2012), h.12.
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H. Hipotesis
Hipotesis ialah jawaban sementara atas masalah yang
diteliti. Adapun hipotesis dari penelitian ini diantaranya adalah:
1. H1 : pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan
terhadap indeks pembangunan manusia di
Provinsi Banten.
2. H2 : belanja modal berpengaruh signifikan terhadapa
indeks pembangunan manusia di Provinsi
Banten
3. H3 : kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap
indeks pembangunan manusia di Provinsi

Banten.

I. Sistematika Pembahasan.

Dalam hal ini, penulis memberikan sedikit gambaran
materi yang akan penulis teliti.

Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Ke Satu Pendahuluan : pada bab ini berisi tentang

latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan
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masalah, tujuan penelitian, manfaaat penelitian, kerangka
pemikiran, sistematika penulisan skripsi.

Bab Ke Dua Landasan Teori : pada bab ini menguraikan
tentang pertumbuhan ekonomi, belnja modal, kemiskinan,
indeks pembangunan manusia serta penelitian terdahulu dam
hipotesis.

Bab Ke Tiga Metode Penelitian : pada bab ini
menguraikan ruang lingkup penelitian, penentuan populasi dan
sampel, jenis metode penelitiaan, jenis dan sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data, dan operasional variabel
penelitian.

Bab Ke Empat Pembahasan Dan Hasil Penelitian : pada
bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, serta
hasil penelitian dan pembahasan.

Bab Ke Lima Penutup : pada bab ini mengungkapkan

kesimpulan an saran.



